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ABSTRAK	

Kajian	Rencana	Induk	Sistem	Proteksi	Kebakaran	dan	Penyelamatan	(RISPKP)	Kabupaten	
Buleleng	Tahun	2025–2035	disusun	sebagai	pedoman	peningkatan	efektivitas	pencegahan,	
penanggulangan,	dan	penyelamatan	kebakaran	sesuai	Permendagri	Nomor	14	Tahun	2024.	
Kajian	 ini	 bertujuan	menganalisis	 tingkat	 risiko	 kebakaran	 serta	 mengevaluasi	 kesiapan	
kelembagaan,	sarana	prasarana,	dan	sumber	daya	manusia	dalam	sistem	proteksi	kebakaran	
di	Kabupaten	Buleleng.	Metode	penelitian	menggunakan	pendekatan	kombinasi	kuantitatif	
dan	kualitatif	melalui	survei	lapangan,	wawancara,	dokumentasi,	dan	Focus	Group	Discussion	
(FGD).	Analisis	dilakukan	melalui	kajian	regulasi,	pemetaan	risiko,	serta	evaluasi	kapasitas	
sarana,	 prasarana,	 dan	 personel	 pemadam	 kebakaran.	 Hasil	 kajian	 menunjukkan	 bahwa	
wilayah	dengan	 tingkat	 risiko	kebakaran	 tinggi	berada	di	Kecamatan	Gerokgak,	Tejakula,	
dan	 kawasan	perkotaan	padat	 penduduk.	 Selain	 itu,	 ditemukan	 keterbatasan	 jumlah	dan	
kompetensi	personel,	belum	meratanya	distribusi	pos	pemadam,	serta	sarana	dan	prasarana	
yang	belum	memenuhi	standar	nasional.	Kajian	ini	menekankan	pentingnya	pemberdayaan	
masyarakat	 melalui	 edukasi	 dan	 pembentukan	 Relawan	 Pemadam	 Kebakaran	 sebagai	
bagian	 dari	 sistem	 penanganan	 berbasis	 komunitas.	 Sebagai	 tindak	 lanjut,	 diperlukan	
penguatan	kelembagaan,	peningkatan	kapasitas	personel,	penambahan	pos	dan	armada	di	
wilayah	 rawan,	optimalisasi	 sistem	deteksi	dini,	 serta	 integrasi	RISPKP	dengan	dokumen	
perencanaan	 daerah	 guna	 mewujudkan	 Kabupaten	 Buleleng	 yang	 aman	 dan	 tangguh	
terhadap	kebakaran.	
Kata	kunci	 :	Proteksi	Kebakaran,	Manajemen	Bencana,	Wilayah	Manajemen	Kebakaran,	

Regulasi,	Pemberdayaan	Masyarakat,	Sarana	Prasarana	
	

ABSTRACT	
The	Master	Plan	Study	for	the	Fire	Protection	and	Rescue	System	(RISPKP)	of	Buleleng	Regency	
2025–2035	 was	 prepared	 as	 a	 strategic	 guideline	 to	 enhance	 the	 effectiveness	 of	 6ire	
prevention,	6ire	suppression,	and	rescue	services	in	accordance	with	the	Indonesian	Minister	of	
Home	Affairs	Regulation	(Permendagri)	No.	14	of	2024.	This	study	aims	to	analyze	the	level	of	
6ire	risk	and	evaluate	the	readiness	of	institutional	arrangements,	infrastructure,	facilities,	and	
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human	resources	within	the	6ire	protection	system	in	Buleleng	Regency.	The	research	employed	
a	mixed-methods	approach,	integrating	quantitative	and	qualitative	techniques	through	6ield	
surveys,	 interviews,	 document	 reviews,	 and	 Focus	 Group	Discussions.	 The	 analysis	 included	
regulatory	 reviews,	 6ire	 risk	 mapping,	 and	 assessments	 of	 the	 capacity	 of	 6ire	 protection	
facilities,	infrastructure,	and	6ire6ighting	personnel.	The	6indings	indicate	that	areas	with	the	
highest	6ire	risk	are	concentrated	in	Gerokgak	District,	Tejakula	District,	and	densely	populated	
urban	areas.	The	study	also	identi6ied	limitations	in	the	number	and	competency	of	6ire6ighting	
personnel,	unequal	distribution	of	6ire	stations,	and	inadequacies	in	facilities	and	equipment	
relative	to	national	standards.	Furthermore,	the	study	highlights	the	importance	of	community	
empowerment	through	public	education	and	the	establishment	of	Volunteer	Fire	Brigades	as	
an	 integral	 component	 of	 a	 community-based	 6ire	management	 system.	As	 a	 follow-up,	 the	
study	 recommends	 strengthening	 institutional	 capacity,	 enhancing	personnel	 competencies,	
expanding	the	number	of	6ire	stations	and	6ire6ighting	vehicles	in	high-risk	areas,	optimizing	
early	6ire	detection	systems,	and	integrating	the	RISPKP	into	regional	development	planning	
documents	to	support	the	realization	of	a	safe	and	6ire-resilient	Buleleng	Regency.	
Keywords:	 Fire	 Protection,	 Disaster	 Management,	 Fire	 Management	 Area,	 Regulation,	

Community	Empowerment,	Infrastructure	
	
PENDAHULUAN	

Menurut	Undang-Undang	Nomor	23	Tahun	2014,	kebakaran	merupakan	peristiwa	
terbakarnya	 suatu	 objek	 yang	 dapat	 menimbulkan	 kerugian	 terhadap	 kehidupan,	
lingkungan,	dan	harta	benda.	Oleh	karena	itu,	identifikasi	risiko	kebakaran	perlu	dilakukan	
sebagai	 bagian	 dari	 upaya	 mitigasi	 untuk	 mengenali,	 menilai,	 dan	 memetakan	 potensi	
ancaman	kebakaran	serta	menentukan	langkah-langkah	penanganannya.	Risiko	kebakaran	
dipengaruhi	 oleh	 berbagai	 faktor,	 antara	 lain	 jenis	 vegetasi,	 aktivitas	 manusia,	 kondisi	
iklim,	 kepadatan	 bangunan,	 dan	 kualitas	 infrastruktur.	 Di	 Indonesia,	 wilayah	 dengan	
vegetasi	kering,	lahan	gambut,	serta	permukiman	padat	yang	memiliki	instalasi	listrik	tidak	
sesuai	 standar	 Peraturan	 Umum	 Instalasi	 Listrik	 (PUIL)	 cenderung	 memiliki	 tingkat	
kerawanan	 kebakaran	 yang	 tinggi.	 Berdasarkan	 karakteristik	 geografis,	 iklim,	 dan	
penggunaan	lahan,	beberapa	wilayah	di	Indonesia	memiliki	tingkat	kerawanan	kebakaran	
yang	relatif	tinggi.	Salah	satu	wilayah	tersebut	adalah	Provinsi	Bali.	

Provinsi	 Bali	 termasuk	 salah	 satu	 daerah	 di	 Indonesia	 yang	 memiliki	 potensi	
kebakaran	 cukup	 tinggi,	 terutama	pada	musim	kemarau	panjang	dan	 saat	 terjadi	 cuaca	
ekstrem	akibat	perubahan	 iklim.	Kebakaran	di	Bali	umumnya	 terjadi	dalam	dua	bentuk	
utama,	 yaitu	 kebakaran	 hutan	 dan	 lahan	 serta	 kebakaran	 permukiman	 dan	 bangunan.	
Berdasarkan	 data	 BPBD	 Provinsi	 Bali	 dan	 BMKG,	 beberapa	 wilayah	 di	 Bali	 tergolong	
memiliki	 tingkat	 kerawanan	 kebakaran	 yang	 relatif	 tinggi.	 Salah	 satu	 wilayah	 yang	
memiliki	tingkat	kerawanan	tersebut	adalah	Kabupaten	Buleleng.	Kabupaten	ini	memiliki	
kawasan	 pegunungan	 dan	 lahan	 kering	 yang	 luas,	 terutama	 di	 Kecamatan	 Seririt	 dan	
Gerokgak.	 Pada	 musim	 kemarau,	 wilayah	 tersebut	 rentan	 mengalami	 kebakaran	 lahan	
akibat	 dominasi	 vegetasi	 kering,	 angin	 yang	 relatif	 kuat,	 serta	 aktivitas	 manusia	 yang	
berpotensi	memicu	kebakaran.	Tingginya	potensi	risiko	kebakaran	tersebut	menunjukkan	
perlunya	sistem	proteksi	kebakaran	yang	terencana	dan	terintegrasi	guna	meningkatkan	
efektivitas	upaya	pencegahan,	penanggulangan,	dan	penyelamatan	kebakaran	di	daerah.	

Upaya	 penguatan	 sistem	 proteksi	 kebakaran	 secara	 nasional	 ditegaskan	 dalam	
Permendagri	Republik	 Indonesia	Nomor	14	Tahun	2024	 tentang	Pedoman	Penyusunan	
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Rencana	Induk	Sistem	Proteksi	Kebakaran	dan	Penyelamatan	(RISPKP).	Regulasi	tersebut	
menekankan	bahwa	perlindungan	 terhadap	keselamatan	 jiwa,	 harta	 benda,	 lingkungan,	
dan	 bangunan	 gedung	 harus	 menjadi	 prioritas	 dalam	 penyelenggaraan	 pencegahan,	
penanggulangan,	 dan	 penyelamatan	 kebakaran	 maupun	 nonkebakaran.	 Dalam	 konteks	
tersebut,	RISPKP	berfungsi	sebagai	dokumen	perencanaan	strategis	yang	menjadi	acuan	
dalam	 penyusunan	 kebijakan,	 program,	 dan	 pengembangan	 sistem	 proteksi	 kebakaran	
daerah	secara	terarah	dan	berkelanjutan.	

Meskipun	 demikian,	 penelitian	 terkait	 sistem	 proteksi	 kebakaran	 di	 Indonesia	
umumnya	masih	berfokus	pada	aspek	mitigasi	kebakaran	hutan	dan	lahan,	evaluasi	sarana	
proteksi	bangunan,	atau	analisis	kejadian	kebakaran	secara	parsial.	Kajian	terdahulu	lebih	
banyak	menitikberatkan	 pada	 evaluasi	 efektivitas	 sistem	proteksi	 kebakaran	 bangunan	
(Mowrer,	2009;	Rein,	2013)	serta	mitigasi	dan	analisis	risiko	kebakaran	hutan	dan	lahan	
(Bowman	et	al.,	2009;	Calkin	et	al.,	2014),	sementara	kajian	yang	mengintegrasikan	aspek	
kelembagaan,	spasial,	dan	perencanaan	sistem	proteksi	kebakaran	pada	tingkat	kabupaten	
masih	relatif	terbatas.	Di	sisi	lain,	implementasi	Permendagri	Nomor	14	Tahun	2024	yang	
mewajibkan	penyusunan	RISPKP	sebagai	dokumen	induk	perencanaan	juga	belum	banyak	
menjadi	fokus	penelitian.	Oleh	karena	itu,	research	gap	penelitian	ini	terletak	pada	belum	
adanya	kajian	yang	mengembangkan	RISPKP	berbasis	analisis	risiko	secara	terintegrasi,	
mencakup	 aspek	 risiko,	 kelembagaan,	 sumber	 daya	 manusia,	 sarana	 dan	 prasarana,	
pelayanan,	 serta	 strategi	 pengembangan	 sistem	 proteksi	 kebakaran	 pada	 tingkat	
kabupaten	sesuai	regulasi	terbaru.		

Berdasarkan	kesenjangan	penelitian	tersebut,	kajian	ini	menawarkan	pendekatan	
penyusunan	 RISPKP	 Kabupaten	 Buleleng	 Tahun	 2025–2035	 berbasis	 analisis	 risiko	
wilayah	 yang	 mengintegrasikan	 RSCK,	 RSPK,	 dan	 RSSP	 sesuai	 Permendagri	 Nomor	 14	
Tahun	 2024.	 Oleh	 karena	 itu,	 penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk:	 (1)	 menganalisis	 risiko	
bencana	kebakaran,	(2)	menganalisis	RSCK,	(3)	menganalisis	RSPK;	dan	(4)	menganalisis	
RSSP	 sebagai	 dasar	 penyusunan	 Rencana	 Induk	 Sistem	 Proteksi	 Kebakaran	 dan	
Penyelamatan	Kabupaten	Buleleng	Tahun	2025–2035.	
	
METODE	

Penelitian	ini	menggunakan	metode	pendekatan	gabungan	kuantitatif	dan	kualitatif	
(mixed	method).	 Data-data	 kuantitatif	 seperti	 data	 statistik	 kejadian	 kebakaran,	 jumlah	
sarana	 dan	 prasarana	 yang	 ada	 termasuk	 SDM,	 jumlah	 potensi	 kerentanan	 serta	 data	
kuantitatif	 lainnya	 akan	dilakukan	analisis	secara	kualitatif	yang	dipadukan	dengan	hasil	
wawancara	dengan	pihak	terkait,	studi	kebijakan	serta	obeservasi	lapangan.	Penelitian	ini	
juga	menggunakan	pendekatan	normatif-regulatif	yang	akan	menganalisis	regulasi	terkait	
dalam	 menyusun	 program	 dan	 kegiatan	 penanggulangan	 kebakaran;	 pendekatan	
keruangan	yang	berfokus	pada	aspek	lokasi,	distribusi,	dan	hubungan	spasial	antar	elemen	
wilayah	terkait	kebakaran	dan	penyelamatan;	pendekatan	partisipatif	yang	berfokus	pada	
pendekatan	yang	melibatkan	berbagai	pemangku	kepentingan	secara	aktif	dalam	proses	
perencanaan,	penyusunan,	dan	evaluasi	RISPKP;	serta	Pendekatan	perencanaan	terpadu	
ditujukan	 untuk	 memastikan	 bahwa	 dokumen	 RISPKP	 yang	 disusun	 tersinkronisasi	
dengan	dokumen	perencanaan	lainnya.	

Lokasi	penelitian	berada	di	Kabupaten	Buleleng	dengan	cakupan	seluruh	wilayah	
administrasi	yang	terdiri	atas	9	kecamatan	dan	148	desa/kelurahan.	Penelitian	difokuskan	
pada	 identifikasi	 potensi	 dan	 risiko	 kebakaran,	 kondisi	 sarana	 dan	 prasarana	 proteksi	
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kebakaran,	 kapasitas	 kelembagaan	 dan	 SDM,	 serta	 perumusan	 program	 dan	 kegiatan	
penanggulangan	 kebakaran	dan	penyelamatan	periode	 2025–2035.	Adapun	 sumber	 data	
yang	digunakan	bersumber	dari	data	primer	dan	data	sekunder	sebagaimana	disajikan	pada	
Tabel	1.	

	
Tabel	1.	Data,	Jenis	dan	Sumber	Data	

No	 Data	 Jenis	Data	 Sumber	Data	
1	 Regulasi	terkait	 Sekunder	 Bagian	Hukum	
2	 Dokumen	kebijakan	berupa	

RTRW,	RDTR,	RPJMD	
Sekunder	 Bappeda,	Dinas	PUPR	

3	 Gambaran	 umum	 kejadian	
bencana	 kebakaran	
termasuk	
lokasi	dan	jumlah	kejadian	

Sekunder	 Dinas	Pemadam	Kebakaran	
dan	Penyelamatan	serta	
instansi	terkait	

4	 Risiko	bencana	kebakaran	 Sekunder	 Dinas	Pemadam	Kebakaran	
dan	 Penyelamatan	 serta	
instansi	terkait	

5	 Sarana	 dan	 prasarana	 serta	
SDM	pemadam	kabakaran	

Sekunder	 Dinas	Pemadam	Kebakaran	
dan	Penyelamatan	serta	
instansi	terkait	

6	 Standar	operasional	dan	
prosedur	 pemadaman	
kebakaran	

Sekunder	 Dinas	Pemadam	Kebakaran	
dan	 Penyelamatan	 serta	
instansi	terkait	

7	 Identifikasi	 kondisi	
eksisting	 daerah	 yang	
pernah	kebakaran	

Primer	 Masyarakat,	 aparat	 desa,	
Dinas	Pemadam	Kebakaran	
dan	 Penyelamatan	 serta	
instansi	terkait	

8	 Identifikasi	 bangunan	
khusus	
seperti	 gedung	 bersejarah,	
museum	dan	lain	sejenisnya	

Primer	 Dinas	Pemadam	Kebakaran	
dan	 Penyelamatan	 serta	
instansi	terkait	

	
Teknik	pengumpulan	data	dilakukan	melalui	4	(empat)	tahapan	yaitu	a)	Pencatatan	

dokumen,	 b)	 Survei	 lapangan,	 c)	 Wawancara,	 dan	 d)	 Focus	 Group	 Discussion	 (FGD).	
Selanjutnya	teknik	analisis	data	dilakukan	secara	deskriptif	kuantitatif	dan	kualitatif.	Data	
kuantitatif	 dianalisis	 menggunakan	 statistik	 deskriptif	 untuk	 menggambarkan	 tren	
kejadian	 kebakaran,	 tingkat	 risiko,	 rasio	 pelayanan,	 serta	 ketersediaan	 sarana	 dan	
prasarana	 pemadam	 kebakaran.	 Data	 kualitatif	 hasil	 wawancara,	 observasi,	 dan	 FGD	
dianalisis	melalui	tahapan	reduksi	data,	penyajian	data,	dan	penarikan	kesimpulan	untuk	
merumuskan	 strategi	 serta	 program	 pengembangan	 sistem	 proteksi	 kebakaran	 dan	
penyelamatan.		
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HASIL	DAN	PEMBAHASAN	
A. Hasil	Analisis	Risiko	Kebakaran	(ARK)	

Secara	umum,	jenis	kebakaran	yang	terjadi	di	Kabupaten	Buleleng	dapat	dibedakan	
menjadi	 dua	 yaitu	 kebakaran	 hutan	 dan	 lahan	 serta	 kebakaran	 gedung	 dan	 bangunan.	
Kebakaran	 hutan	 dan	 lahan	 merupakan	 kebakaran	 permukaan	 dimana	 api	 membakar	
potensi	bahan	yang	terbakar	(misalnya:	pepohonan,	semak,	dan	lain-lain),	api	kemudian	
menyebar	 tidak	 menentu	 secara	 perlahan	 membakar	 bahan	 organik	 melalui	 pori-pori	
gambut	dan	melalui	akar	semak	belukar/pohon	yang	bagian	atasnya	terbakar.	Sementara	
kebakaran	 gedung	 dan	 bangunan	 terjadi	 di	 lingkungan	 terbangun	 dengan	 material	
bangunan	sebagai	sumber	bahan	bakar,	dan	umumnya	disebabkan	oleh	korsleting	listrik,	
kebocoran	 gas,	 atau	 kelalaian	penghuni.	Dampaknya	lebih	terbatas	secara	spasial,	tetapi	
berisiko	 tinggi	 terhadap	 keselamatan	 jiwa	 dan	 kerugian	 ekonomi.	 Visualisasi	 potensi	
kebakaran	hutan	dan	lahan	di	Kabupaten	Buleleng	disajikan	pada	Gambar	1.	

	
Gambar	1.	Peta	Risiko	Bencana	Kebakaran	Hutan	dan	Lahan	

	
Selain	potensi	kebakaran	hutan	dan	lahan,	kebakaran	gedung	dan	bangunan	juga	

berpotensi	 terjadi	 di	 Kabupaten	 Buleleng,	 termasuk	 juga	 adanya	 kebakaran	 di	 Tempat	
Pembuangan	Akhir	 (TPA).	 Kebakaran	 gedung	dan	 bangunan,	 termasuk	di	 TPA	 sampah,	
umumnya	 disebabkan	 oleh	 kombinasi	 faktor	 teknis	 dan	 kelalaian	 manusia.	 Penyebab	
paling	umum	meliputi	korsleting	 listrik	akibat	 instalasi	yang	 tidak	standar,	penggunaan	
peralatan	elektronik	secara	berlebihan,	kebocoran	gas,	serta	kelalaian	seperti	membuang	
puntung	 rokok	 sembarangan	 atau	 penggunaan	 api	 terbuka	 tanpa	 pengawasan.	 Di	 TPA	
seperti	di	TPA	Bengkala,	potensi	kebakaran	juga	diperparah	oleh	akumulasi	gas	metana	dari	
proses	dekomposisi	sampah	 organik	 yang	mudah	 terbakar	 dan	 bisa	meledak	 jika	 tidak	
ditangani	dengan	sistem	ventilasi	yang	baik.	Selain	itu,	suhu	tinggi	dari	tumpukan	sampah	
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yang	terkompresi	dapat	memicu	pembakaran	sendiri	(spontaneous	combustion).	Menurut	
Badan	 Nasional	 Penanggulangan	 Bencana	 (BNPB,	 2023),	 sebagian	 besar	 kejadian	
kebakaran	pada	kawasan	permukiman	dan	fasilitas	publik	umumnya	dipicu	oleh	gangguan	
instalasi	maupun	peralatan	kelistrikan,	 sedangkan	kebakaran	pada	Tempat	Pemrosesan	
Akhir	 (TPA)	 umumnya	 berkaitan	 dengan	 akumulasi	 gas	 landfill,	 terutama	 metana,	
peningkatan	suhu	akibat	proses	dekomposisi	bahan	organik,	serta	terjadinya	pembakaran	
spontan	 (self-heating	 dan	 self-combustion)	 apabila	 sistem	 pengelolaan	 gas	 dan	
pengendalian	panas	tidak	berfungsi	secara	optimal	(Dąbrowska	et	al.,	2023;	Milosevic	et	
al.,	 2017).	 Oleh	 karena	 itu,	 manajemen	 risiko	 kebakaran	 pada	 bangunan	 dan	 fasilitas	
pengelolaan	sampah	harus	menjadi	perhatian	serius	melalui	inspeksi	berkala,	penerapan	
sistem	deteksi	dini,	serta	edukasi	kepada	pengelola	dan	masyarakat	sekitar.	

Data	 yang	 telah	 direkap	 oleh	 Dinas	 Pemadam	 Kebakaran	 dan	 Penyelamatan	
Kabupaten	 Buleleng	 rentang	 tahun	 2017	 sampai	 dengan	 2024	 kejadian	 kebakaran	
disajikan	pada	Gambar	2.	

	
Gambar	2.	Kejadian	Kebakaran	Tahun	2017-2024	
Berdasarkan	 data	 pada	 Gambar	 2,	 secara	 umum	 terjadi	 fluktuasi	 kejadian	

kebakaran	di	 Kabupaten	Buleleng.	Kecamatan	yang	paling	tinggi	kejadian	kebakarannya	
adalah	Kecamatan	Buleleng,	disusul	dengan	Kecamatan	Kubutambahan,	Sawan	dan	Seririt.	
Sebagai	 antisipasi	 penanganannya,	 selain	 di	 Kecamatan	 Buleleng,	 juga	 telah	 ada	 pos	
pembantu	Damkar	yang	berlokasi	di	Kecamatan	Seririt	dan	Sawan.	Secara	khusus	dari	total	
kejadian	 kebakaran	 yang	 ada	 jika	 dirinci	 per	 jenis	 kejadiannya	 dapat	 disajikan	 pada	
Gambar	3.	
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Gambar	3.	Jenis	Kejadian	Kebakaran	Tahun	2017-2024	
Berdasarkan	Gambar	3.	 secara	umum	kejadian	kebakaran	didominasi	 pada	 jenis	

kebakaran	 lahan,	 namun	 demikian	 jika	 digabungkan	 jenis	 kejadian	 yang	 lain,	 ternyata	
kejadian	kebakaran	gedung	dan	bangunan	baik	di	rumah	pribadi,	gudang,	maupun	tempat	
usaha	 perkantoran	 merupakan	 kejadian	 yang	 dominan	 terjadi	 di	 Kabupaten	 Buleleng.	
emuan	 ini	 sejalan	 dengan	berbagai	 penelitian	 yang	menunjukkan	bahwa	meningkatnya	
kepadatan	kawasan	terbangun,	penggunaan	lahan	yang	semakin	kompleks,	serta	aktivitas	
manusia	 merupakan	 faktor	 utama	 yang	 berkontribusi	 terhadap	 tingginya	 frekuensi	
kejadian	 kebakaran	bangunan	di	wilayah	perkotaan	dan	kawasan	berkembang	 (Ahrens	
Marty,	2019;	Hall	John	R.	Jr.,	2013;	Xie	Xiaoyi	et	al.,	2020).	
	
B. Hasil	Analisis	Rencana	Sistem	Pencegahan	Kebakaran	(RSCK)	

Berdasarkan	hasil	analisis	 terhadap	ketersediaan	sarana,	prasarana,	dan	sumber	
daya	manusia	pada	Dinas	Pemadam	Kebakaran	dan	Penyelamatan	Kabupaten	Buleleng,	
diketahui	bahwa	jumlah	pos	pemadam	kebakaran	yang	tersedia	masih	belum	memenuhi	
kebutuhan	 pelayanan.	 Kondisi	 tersebut	 ditunjukkan	 oleh	 belum	 terpenuhinya	 standar	
pemerataan	cakupan	pelayanan,	karena	tidak	seluruh	kecamatan	memiliki	pos	pemadam	
kebakaran.	 Padahal,	 Permendagri	 Nomor	 114	 Tahun	 2018	 tentang	 Standar	 Teknis	
Pelayanan	 Dasar	 pada	 Standar	 Pelayanan	 Minimal	 Sub	 Urusan	 Kebakaran	 Daerah	
Kabupaten/Kota	 mengamanatkan	 bahwa	 setiap	 kecamatan	 idealnya	 memiliki	 paling	
sedikit	 satu	 pos	 pemadam	 kebakaran	 untuk	 mendukung	 pencapaian	 waktu	 tanggap	
pelayanan.	Temuan	ini	sejalan	dengan	penelitian	Murray	A.	T.	(2013)	serta	Habibi	et	al.	
(2020)	 yang	 menunjukkan	 bahwa	 distribusi	 pos	 pemadam	 berdasarkan	 karakteristik	
wilayah	 dan	 tingkat	 risiko	 berpengaruh	 signifikan	 terhadap	 peningkatan	 cakupan	
pelayanan,	 penurunan	 response	 time,	 serta	 efektivitas	 penanggulangan	 kebakaran.	
Selanjutnya	juga,	ditinjau	dari	kondisi	sarana	pemadam	kebakaran	di	Kabupaten	Buleleng	
masih	 belum	 ideal.	 Padahal	 idealnya	 satu	 kecamatan	 memiliki	 dua	 mobil	 pemadam	
kebakaran,	 namun	 kondisi	 yang	 ada	 di	 beberapa	 kecamatan	 tidak	 memiliki	 mobil	
pemadam	kebakaran	karena	belum	adanya	pos	pemadam	kebakaran.	
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Hal	lain	juga	yang	menjadi	dasar	untuk	perencanaan	sarana	prasarana	pencegahan	
adalah	berkaitan	dengan	waktu	tanggap	(Response	Time).	Jangkauan	layanan	pemadaman	
kebakaran	dapat	dihitung	dengan	menggunakan	rumus	jangkauan	layanan	(Hwang,	2020).	
Dimana,	 A	 adalah	 daerah	 atau	 area,	 dalam	 penelitian	 ini	 apabila	 berdasarkan	 pada	

Permendagri	 Nomor	 114	 Tahun	 2018,	 bahwa	 pos	 sektor	 pemadam	 kebakaran	 harus	
dibangun	 sebanyak	 1	 (satu)	 pos	 sektor	 di	 setiap	 kecamatan,	 maka	 A	 dapat	 diartikan	
sebagai	kecamatan,	dan	n	adalah	jumlah	pos	sektor	pemadam	kebakaran	yang	ada	di	setiap	
kecamatan.	

Menurut	 Hwang	 (2020)	 bahwa	 waktu	 tanggap	 akan	 meningkat	 seiring	
meningkatnya	 jangkauan	layanan.	Hal	 itu	dipengaruhi	oleh	jumlah	pos	sektor	pemadam	
kebakaran.	Semakin	banyak	jumlah	pos	sektor	pemadam	kebakaran	maka	semakin	kecil	
waktu	tanggap	karena	waktu	tanggap	akan	berkurang	seiring	meningkatnya	jumlah	pos	
sektor	pemadam	kebakaran	di	suatu	daerah.	Waktu	tanggap	penyelamatan	dan	evakuasi	
korban	kebakaran	15	menit	apabila	dihitung	berdasarkan	data	jumlah	pos	sektor	pemadam	
kebakaran	di	Kabupaten	Buleleng	dengan	menggunakan	rumus	jangkauan	layanan	seperti	
yang	disajikan	pada	Gambar	4.	
	
	

Jumlah	 Kecamatan	 =	 9	
Jumlah	 Pos	 Sektor	 =	 3	
Waktu	 Tanggap	 =	 45	
menit	

	

	

9/3	x	15	menit	=	45	menit	

	
	
Gambar	4	Penentuan	Estimasi	Response	Time	
	
Berdasarkan	 hasil	 pengolahan	 data	 tersebut,	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 waktu	

tanggap	penyelamatan	dan	evakuasi	korban	kebakaran	di	Kabupaten	Buleleng	rata-rata	45	
menit	 atau	melebihi	waktu	 tanggap	 sebesar	 15	 (lima	belas)	menit	 sejak	 informasi	 atau	
laporan	 diterima	 dan	 petugas	 tiba	 di	 lokasi	 serta	 siap	 melakukan	 penyelamatan	 dan	
evakuasi.	 Dengan	 demikian	 perlu	 dilakukan	 penambahan	 jumlah	 pos	 agar	 memenuhi	
kriteria	 ideal	 yang	 ditetapkan	 sesuai	 ketentuan	 dalam	 Permendagri	 114	 Tahun	 2018.	
Sesuai	 ketentuan	 tersebut,	 bahwa	 idealnya	 setiap	 kecamatan	memiliki	 pos	 pemadaman	
kebakaran.	Jika	memperhatikan	kondisi	yang	ada	saat	ini,	maka	masih	dibutuhkan	6	pos	
yang	perlu	dibangun	yaitu	di	Kecamatan	Tejakula,	Sawan,	Sukasada,	Banjar,	Busungbiu	dan	
Gerokgak.	Penambahan	jumlah	pos	tentu	akan	membutuhkan	dukungan	sarana	termasuk	
juga	SDM	yang	akan	mengoperasikan	sarana	yang	dibutuhkan.	Temuan	ini	sejalan	dengan	
berbagai	 penelitian	 yang	menunjukkan	 bahwa	 penempatan	 pos	 pemadam	 berdasarkan	
analisis	 spasial	 dan	 tingkat	 risiko,	 didukung	 oleh	 kecukupan	 personel	 serta	 armada	
operasional,	merupakan	faktor	utama	dalam	menurunkan	waktu	tanggap	(response	time),	
memperluas	 cakupan	 layanan,	 dan	 mengurangi	 potensi	 korban	 jiwa	 maupun	 kerugian	
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akibat	kebakaran	(Murray	A.	T.,	2013;	Habibi	et	al.,	2020;	Kolesar	P.	&	Walker,	1974;	Erkut	
Erhan	et	al.,	2009).	

Sesuai	 dengan	 hasil	 FGD	 bersama	 tim	 dari	 Dinas	 Pemadam	 Kebakaran	 dan	
Penyelamatan	Kabupaten	Buleleng,	bahwa	 idealnya	 jumlah	 tim	 yang	harus	ada	untuk	 1	
armada	adalah	sebanyak	18	orang	yang	sudah	memperhitungkan	pergantian	shift.	Perlu	
diketahui	 bahwa	 pergantian	 shift	 petugas	 pemadam	 kebakaran	 (Damkar)	 merupakan	
bagian	 penting	 dalam	 manajemen	 operasional	 yang	 bertujuan	 untuk	 menjaga	
kesiapsiagaan	dan	efektivitas	pelayanan	selama	24	jam	penuh.	

Secara	khusus	untuk	hydrant	yang	ada	saat	ini	perlu	dilakukan	penambahan	dengan	
mengoptimalkan	beberapa	hydrant	 yang	telah	dimiliki	 oleh	pelaku	usaha	 serta	 instansi	
terkait.	Program	yang	akan	dirancang	kedepannya	adalah	sebagai	berikut.	

a. Mendata	hydrant	yang	dimiliki	oleh	pelaku	usaha	serta	instansi	terkait,	kemudian	
membuat	kerjasama	agar	bisa	dimanfaatkan	pada	saat	penanganan	kebakaran.	

b. Melakukan	kerjasama	dengan	PDAM/Perumda	untuk	bisa	melakukan	perapatan	
lokasi	hydrant.	

	
C. Hasil	Analisis	Rencana	 Sistem	Penanggulangan	Kebakaran	 (RSPK)	 dan	Rencana	

Sistem	Keselamatan	Publik	(RSSP)	
Berdasarkan	 hasil	 analisis	 terhadap	 kondisi	 eksisting	 yang	 dimiliki	 oleh	 Dinas	

Pemadam	 Kebakaran	 dan	 Penyelamatan	 Kabupaten	 Buleleng,	 diketahui	 bahwa	 secara	
umum	 dukungan	 operasional	 kegiatan	 pemadam	 kebakaran	masih	 perlu	mendapatkan	
perhatian	 terlebih	 lagi	 kemampuan	 di	 bidang	 penyelamatan.	 Selama	 ini	 personil	 yang	
menangani	 khususnya	 penyelamatan	 masih	 mengandalkan	 pengalaman	 tanpa	 adanya	
pelatihan	 yang	 bersertifikasi.	 Selain	 itu,	 hambatan	 umum	 yang	 dirasakan	 oleh	 Dinas	
Pemadam	Kebakaran	 Kabupaten	 Buleleng	 saat	 ini	 adalah	 keterbatasan	 jumlah	 armada,	
usia	kendaraan	yang	sudah	tua,	serta	kurangnya	sistem	informasi	yang	mendukung	early	
warning	system.	Lebih	rincinya	beberapa	hambatan	yang	ditemukan	dalam	hal	operasional	
pemadam	kebakaran	dan	penyelamatan	adalah	sebagai	berikut.	

1. Tidak	mampu	menjangkau	secara	Response	Time	jika	wilayah	kebakaran	berada	
di	luar	jangkauan	dikarekanan	belum	membentuk	roadmap	wilayah	manajemen	
kebakaran	(WMK).	

2. Belum	 maksimalnya	 pencegahan	 kebakaran	 berdasarkan	 kawasan	 rawan	
kebakaran.	

3. Kurangnya	Aparatur	Pemadam	Kebakaran/tenaga	pemadam	kebakaran/anggota	
damkar	 sehingga	 penanganan	 kebakaran	 dalam	 jumlah	 banyak	 tidak	 dapat	
dilaksanakan	sesuai	waktu	tanggap.	

4. Belum	memiliki	sarana	prasarana	yang	ditempatkan	di	setiap	pos	yang	ada.	
5. Pos	Pemadam	kebakaran	dan	penyelamatan	yang	dimiliki	belum	sepenuhnya	ada	

personil	dan	peralatannya.	
6. Belum	ada	penyelenggaraan	uji	kompetensi	terkait	jabatan	fungsional	damkar.	
7. Belum	 mampu	 melayani	 kebakaran	 dan	 non	 kebakaran	 jika	 terjadi	 pada	

gedung/bangunan/kawasan	 tinggi	 yang	 tidak	 dapat	 dijangkau	 karena	 tidak	
memiliki	sarana	prasarana	pendukung	yang	memadai.	

8. Belum	memiliki	keahlian	yang	didukung	dengan	sert7ikasi	keahlian	baik	dalam	hal	
pemadaman	maupun	penyelamatan.	

9. Belum	 adanya	 kerjasama	 dengan	 instansi	 terkait	 utamanya	 dalam	 hal	
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penyelamatan.	Hal	ini	sangat	penting	karena	proses	penyelamatan	yang	dilakukan	
sesuai	amanat	Permendagri	No.	14	Tahun	2024	tidak	hanya	pada	penyelamatan	
kebakaran	namun	juga	non	kebakaran,	membutuhkan	keahlian	atau	keterampilan	
khusus	dari	personil	yang	bisa	disupport	oleh	bagian-bagian	terkait.	

Oleh	karena	itu,	program	ke	depan	harus	mengatur	distribusi	pos	pemadam	sesuai	
analisis	risiko	wilayah,	memperhatikan	aksesibilitas	jalan,	serta	integrasi	dengan	instansi	
terkait	 agar	 operasional	 lebih	 terkoordinasi	 dan	 responsif.	 Tentu	 saja	 hal	 ini	 perlu	
didukung	dengan	ketersediaan	prasarana	dan	dukungan	SDM	yang	memadai.	Temuan	ini	
sejalan	 dengan	 berbagai	 penelitian	 yang	 menunjukkan	 bahwa	 efektivitas	 layanan	
pemadam	kebakaran	sangat	dipengaruhi	oleh	penempatan	stasiun	pemadam	yang	optimal,	
kecukupan	 sumber	daya	manusia,	 kesiapan	 sarana	dan	prasarana,	 serta	waktu	 tanggap	
(response	 time)	 yang	 cepat	 sebagai	 faktor	 utama	 dalam	menekan	 tingkat	 kerugian	 dan	
korban	akibat	 kebakaran	 (Habibi	 et	 al.,	 2020;	Murray	A.	T.,	 2013;	Kolesar	P.	&	Walker,	
1974).	

Berdasarkan	hasil	analisis	kondisi	eksisting,	masih	terdapat	kesenjangan	dalam	hal	
jumlah	 sarana	 dan	 prasarana	 serta	 dukungn	 SDM	 dibandingkan	 kebutuhan	 ideal,	 serta	
keterbatasan	 akses	 terhadap	 pelatihan	 berstandar.	 Kondisi	 ini	 berdampak	 pada	
kesiapsiagaan	Dinas	Pemadam	Kebakaran	dan	Penyelamatan	Kabupaten	Buleleng	dalam	
mengantisipasi	 berbagai	 potensi	 yang	 ada.	 Selama	 ini	 khususnya	 dalam	 bidang	
penyelamatan	 sudah	dilakukan	 upaya	 optimal	 sesuai	 permohonan	 laporan	masyarakat.	
Namun	demikian	upaya	 tersebut	belum	 didukung	kesiapsiagaan	 yang	memadai.	Hal	 ini	
karena	peralatan	dan	APD	yang	dimiliki	masih	 sangat	minim,	 sehingga	 tim	memberikan	
pelayanan	sesuai	kemampuan	yang	dimiliki	tanpa	legalitas	berupa	sertifikasi	keahlian.	

Mengantisipasi	 hal	 tersebut,	 dibutuhkan	 program	 peningkatan	 kapasitas	 secara	
berkelanjutan,	termasuk	simulasi	berkala,	pelatihan	teknis,	serta	jaminan	keselamatan	dan	
kesejahteraan	 petugas	 agar	 kesiapsiagaan	 tetap	 optimal.	 Upaya	 tersebut	 juga	 harus	
didukung	oleh	penyediaan	sarana	dan	prasarana	yang	memadai.	Selain	itu,	Dinas	Pemadam	
Kebakaran	dan	Penyelamatan	Kabupaten	Buleleng	perlu	memperkuat	kerja	sama	dengan	
perangkat	daerah,	instansi	vertikal,	serta	pemangku	kepentingan	lain	yang	memiliki	tugas	
dan	 fungsi	 terkait	 penanggulangan	 kebakaran	 dan	 penyelamatan	 guna	 mewujudkan	
respons	yang	lebih	terpadu,	cepat,	dan	efektif.	Rekomendasi	ini	sejalan	dengan	berbagai	
penelitian	yang	menunjukkan	bahwa	kapasitas	organisasi	layanan	kebakaran	tidak	hanya	
ditentukan	oleh	kompetensi	personel,	 tetapi	 juga	oleh	keberlanjutan	program	pelatihan,	
ketersediaan	peralatan	yang	memadai,	serta	koordinasi	lintas	sektor	yang	efektif	melalui	
pendekatan	 integrated	 emergency	 management,	 yang	 secara	 signifikan	 meningkatkan	
kesiapsiagaan	organisasi	dan	efektivitas	respons	terhadap	keadaan	darurat	(Alexander	D.,	
2002;	Kapucu	Naim,	2008;	Comfort	Louise	K.,	2007).	

Begitu	juga	Standar	Operasional	Prosedur	(SOP)	menjadi	pedoman	mutlak	dalam	
setiap	 tahapan	penanggulangan	kebakaran,	mulai	dari	deteksi,	 respon,	 evakuasi,	hingga	
pemulihan	pascakebakaran	termasuk	penyelamatan.	Berdasarkan	hasil	koordinasi	dengan	
pihak	Dinas	Pemadam	Kebakaran	dan	Penyelamatan	Kabupaten	Buleleng,	diketahui	bahwa	
secara	umum	telah	memiliki	SOP,	tetapi	implementasinya	masih	belum	konsisten	dan	perlu	
dilakukan	penyesuaian	terhadap	beberapa	SOP.	Beberapa	kendala	yang	ditemukan	adalah	
kurangnya	 sosialisasi	 SOP	 kepada	 seluruh	 petugas	 sehingga	 sebagian	 petugas	 masih	
bekerja	menggunakan	 pola	 umum	 tanpa	 cek	 dan	 kontrol	 dengan	 SOP	 yang	 sudah	 ada.	
Belum	 adanya	 evaluasi	 berkala	 atas	 efektivitas	 SOP	 yang	 diterapkan	 juga	 menjadi	
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penyebab	 belum	 optimalnya	 SOP	yang	ada	 saat	 ini.	Untuk	 itu	perlu	adanya	mekanisme	
review	 dan	 update	 rutin	 agar	 SOP	 selalu	 relevan	 dengan	 perkembangan	 teknologi,	
peraturan,	dan	kondisi	lapangan.	Hal	ini	ditujukan	agar	upaya	pemadam	dan	kebakaran	dan	
penyelamatan	 yang	 dilakukan	 tetap	 sasaran	 dan	 terkontrol	 sesuai	 dengan	 manajemen	
risiko	yang	telah	dipertimbangkan	dalam	setiap	tahapan	pada	masing-masing	SOP.	
	
KESIMPULAN	

Berdasarkan	 hasil	 dan	 pembahasan	 yang	 telah	 diuraikan	 dalam	 kajian	 ini,	 dapat	
disimpulkan	sebagai	berikut.	

1. Hasil	analisis	risiko	bencana	kebakaran,	diketahui	bahwa	kebakaran	di	Kabupaten	
Buleleng	 terbagi	 menjadi	 dua	 jenis	 utama,	 yaitu	 kebakaran	 hutan	 dan	 lahan	
(karhutla)	serta	kebakaran	gedung	dan	bangunan.	Karhutla	lebih	banyak	terjadi	di	
wilayah	dengan	tutupan	hutan	dan	musim	kemarau	panjang,	seperti	di	Kecamatan	
Gerokgak	dan	Tejakula,	yang	memiliki	potensi	bahaya	dan	risiko	tinggi.	Sementara	
itu,	 kebakaran	 gedung	 dan	 bangunan	 banyak	 terjadi	 akibat	 korsleting	 listrik,	
kebocoran	gas,	dan	kelalaian	manusia,	serta	di	lokasi-lokasi	rawan	seperti	Tempat	
Pembuangan	Akhir	(TPA).	Jenis	kebakaran	yang	terjadi	didominasi	oleh	kebakaran	
gedung	 dan	 bangunan.	 Mengantisipasi	 tingginya	 potensi	 kebakaran,	 walaupun	
indeks	 kapasitas	 di	 seluruh	 kecamatan	 tergolong	 sedang,	 masih	 diperlukan	
peningkatan	kesiapsiagaan	dan	penguatan	kapasitas,	baik	oleh	pemerintah	maupun	
masyarakat.	

2. Hasil	analisis	Rencana	Sistem	Pencegahan	Kebakaran	(RSCK)	diketahui	bahwa	saat	
ini,	 Dinas	 Pemadam	 Kebakaran	 dan	 Penyelamatan	 Kabupaten	 Buleleng	 hanya	
memiliki	 3	pos	pemadam,	8	unit	mobil	pemadam,	dan	1	mobil	Tim	Reaksi	Cepat,	
dengan	 kondisi	 sarana	 dan	 hydrant	 yang	 belum	 ideal.	 Rata-rata	 waktu	 tanggap	
mencapai	45	menit,	jauh	melebihi	standar	maksimal	15	menit.	Selain	 itu,	seluruh	
personil	 yang	 berjumlah	 175	 orang	 belum	 memiliki	 serti7ikasi	 kompetensi,	
sehingga	 berisiko	 menurunkan	 kualitas	 respons.	 Untuk	 itu,	 diperlukan	
penambahan	 6	 pos	 pemadam	 kebakaran,	 12	 unit	mobil	 pemadam,	 216	 personil	
baru,	serta	optimalisasi	hydrant	dan	peningkatan	kompetensi	SDM.	Selain	itu	dari	
sisi	kegiatan	 inspeksi	proteksi	kebakaran	pada	 tahun	2024,	dari	243	 lokasi	yang	
dinilai,	hanya	68%	yang	memiliki	sarana	proteksi	memadai.	Hal	ini	menunjukkan	
perlunya	peningkatan	kegiatan	pendataan	dan	penilaian,	terutama	di	sektor	usaha.	
Disisi	 lain,	 upaya	 pemberdayaan	 masyarakat	 melalui	 edukasi	 dan	 pembentukan	
Relawan	 Pemadam	 Kebakaran	 (REDKAR)	 efektivitasnya	 masih	 terkendala	 oleh	
minimnya	insentif,	pelatihan	lanjutan,	dan	perlengkapan	dasar.	Penegakan	regulasi	
keselamatan	kebakaran	pada	bangunan	gedung	masih	lemah	karena	belum	adanya	
perda	 khusus	 di	 Kabupaten	 Buleleng	 yang	 mengatur	 tentang	 kebakaran	 dan	
penyelamatan,	 sehingga	 masih	 bergantung	 pada	 regulasi	 nasional.	 Kondisi	 ini	
berdampak	pada	 rendahnya	kepatuhan	bangunan	 terhadap	 standar	 keselamatan	
kebakaran.	Oleh	karena	itu,	dibutuhkan	langkah	konkret	berupa	penyusunan	perda	
keselamatan	kebakaran,	penguatan	tim	inspeksi	lintas	sektor,	peningkatan	edukasi	
kepada	 pemilik	 bangunan,	 serta	 penerapan	 sanksi	 tegas	 bagi	 pelanggar,	 guna	
menciptakan	sistem	proteksi	kebakaran	yang	tangguh	dan	berkelanjutan.	

3. Hasil	 analisis	 Rencana	 Sistem	 Penanggulangan	 Kebakaran	 (RSPK)	 dan	 Rencana	
Sistem	 Keselamatan	 Publik	 (RSSP),	 diketahui	 bahwa	 operasional	 pemadam	
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kebakaran	 dan	 penyelamatan	 yang	 dimiliki	 masih	 menghadapi	 berbagai	
keterbatasan,	 terutama	 dalam	 ketersediaan	 armada,	 sarana	 prasarana,	 serta	
keahlian	 personil.	 Hambatan	 meliputi	 keterbatasan	 jumlah	 dan	 usia	 kendaraan,	
belum	 adanya	 roadmap	 wilayah	 manajemen	 kebakaran,	 minimnya	 kompetensi	
terserti7ikasi,	serta	kurangnya	koordinasi	lintas	instansi.	Kondisi	ini	mengakibatkan	
keterlambatan	 respon	 dan	 belum	 optimalnya	 pelayanan	 pemadaman	 maupun	
penyelamatan.	 Kondisi	 ini	 berdampak	 pada	 Kesiapsiagaan	 petugas	 belum	
sepenuhnya	terpenuhi	karena	jumlah	personil	dan	peralatan	yang	tersedia	masih	
jauh	 dari	 kebutuhan	 ideal.	 Keterbatasan	 akses	 pelatihan	 dan	 serti7ikasi	
menghambat	penguasaan	teknik	penyelamatan,	sehingga	pelayanan	yang	diberikan	
lebih	 bersifat	 reaktif	 sesuai	 kemampuan	 dasar.	 Upaya	 peningkatan	 kapasitas	
berkelanjutan	melalui	pelatihan,	simulasi,	serta	pemenuhan	sarana	dan	prasarana	
menjadi	 sangat	 penting	 untuk	 menjaga	 kesiapsiagaan.	 Selain	 itu	 dalam	 hal	
ketersediaan	 SOP	 yang	 dimiliki	 saat	 ini	 secara	 umum	 sudah	 ada,	 namun	
implementasinya	 masih	 belum	 konsisten.	 Kendala	 utama	 adalah	 kurangnya	
sosialisasi	 yang	 berkala,	 belum	 adanya	 evaluasi	 berkala,	 serta	 belum	 adanya	
penyesuaian	dengan	perkembangan	 teknologi	dan	kebutuhan	di	 lapangan.	Untuk	
itu	diperlukan	mekanisme	review	dan	update	rutin	agar	SOP	benar-benar	menjadi	
pedoman	 operasional	 yang	 efektif,	 relevan,	 dan	 terukur	 dalam	 mendukung	
manajemen	risiko	kebakaran	dan	penyelamatan.	
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